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PDMBINTUKAN TIM KOORDIN/SI STRA]TGIS SEKRETARIAT

PROIESSIONAL HUMAN RESOI]RCES DEUEI,OPMI:NT PROJECT PHASE TIl

MXN'IIRI NEGAXA PIRf,NCANAAN Pf,MBANCUNAN NASIONAL,/

Kf,PAI.A BADAN PERENCANAAN PE-VIBANGUNAN NASIONAL,

l\lcnirrrbnng ll bahwa dalam rangka ntenitrgkatkatl kompetensi, ploduklivilas dan

profesionalitas pcrencana penteritrtah di seluluh lndonesia,

Pemeri[tah Indonesia nlelaksarlakan Prqlranl Pellingkatan

Kap4sitas Sunlbcr Da)'a ,\4antlsi.r Aparatru nlelalui plogram

pendidikarl dan pclatihan (Diklal) yarrg dibiayai dari holi:ssional
Hutlzn Resou|ccs Developntnt hoJe. t Phate ,a/1 (PHRD - l I I) ;

bahwa untuk pcngelolaan adnlinistlasi pelakanaan diklat Selar
dafl diklat non gelar, tercapainya penSelolaan adntinistrasi dan

keuangar yarrg, dibiayai melalui Anggaran Per.d^palan dan Belanja

Negara dan kun lP-535, serta tercapainya dokumentasi peserta

diklat dalan ploses seleksi dan pros(s penempatan di urtiversitas

dala'ro d^n luar negefi, perlu mehlbentuk Tim Koordinasi StlaieSis

Sekteratariat PHRDP Illl

bahwa pej4bal clan pegawai yar18 nalnanya telcatllltnl dalanl

Lampilan Keputusarl ini dianBiap nl. pu dan ntentenuhi
persyaratan unluk duduk dan melalcsanakan tugas sebagai anSSota

Tim Koordinasi StrateSis Sekrctaliat t'HRDP lll;

Undang-flndang Nomor 47 Tahun 2009 tenL1t18 AnSSaran

Pendapatan rldn Belanja Negara lhhun AngSaran 2010 (trnlbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan

knlbaran Ne8ara Republik Indonesii Noluor 5075);

Keputusan Presiden Nomor' 42 Tal\\$ 2ooz tentanS felaksanaan

Anggarai Pcndapatan darl Belanj.r NeSara (L€nrbarall Negara

Republik lrldoiresia Tallun 2002 Nonror 73, Tanrbahan Lclnbatan

Negara Republik lndonesia Nomc'1 4212) seba.gainlana telah

beberapa kali diubah, terakhir densar Keputusan Prcsidcn Notllor
T2Tahun 2oo4 (Lembaran Ncgrra Rcpublik lndonesia Tahun 2004
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Nomor 92, Taftbahan lcmbaran Negara Republik lfldonesia Nomor

4418);

Peraturah Presiden Nomor 47 Tahun 2009 TentanS Pembentukah

dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 82 'lahnr. 2OO7 tentang Badan

Perencanaan PenbanSunafl Nasional;

Peraturan Menteri NeSara Pereflcanaan Pembantunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaafl PembanSunan Nasional

Nomor PER.004/M.PPN/ 09 / 2OO7 tentan3 Pedoman Penyusunan

Rencana AnSSaran dan Biaya (RAB) KeSialan di Kementerian

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional sebaSaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Pelaturan Menteri Ne3ara Perehca{aan

Pehrbaflgunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor PER,003/M.PPN/09/2008;

Perahuan Menteri Negara Perencanaan PembanSunah

Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nasional

Nomor PER. 005/M.PPN/ 10/2007 tefltang Organisast dan Tata

Kerja Kenenterian Negala Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Loan Agrcemenl No. IP-535 lbr Prolessio al Hu Bn Resources

Develop le t Project-Iu date March 29, 2006 (No, Resister:

21572601|,

Minates Of Discussion (MOD) Ptofessional Hur an Resoutce

Development Prcject l (PHRDP nD Between Japan Bank for
I teruational Cooperation and NatioJ4l Development Plan ing
Agency, a d Ministry of Fitance of Republlc of Indorlesia date

Septetul,er 3q 2oo5;

MXMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PE.MBANGT]NAN

NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL 'ITNTANG PEMBENTUKAN TlM KOORDINASI STRATEGIS

SEKRETARIAT PHRDP III.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRDP lll, untuk
sela4jutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Sekretariat PHRD III, defl8an

susunan keanSSotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Tim Koordinasi StrateSis Sekretariat PIIRDP Ill terdiri atas PenanSSunS

Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukun8.

Menetapkan
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Tim Pelaksana bertuSas :

a. menyusun jadwal dan rencafla ketja keSiatan Tim Sekr€tariat

sebagai acuan bagi Tim Sekretariat dalam melaksanakan tuSas;

b, menyiapkan bahan, alat dan metode yang diperlukan oleh Tim

Sekr€fariat guna melaksanakan kegiatan kesekretariatafl
penyelen&gara PHRDP-l1l;

c. men).usun mekaflisme dan prosedul kegiafan kesekretariatan Tim

S€kreladat;

d. melaksanakar kegiatan kesekretariatan u11tuk mendukurg
kelafic at an pelaksar,aan Diklat PHRDP- III ;

e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam

pelaksanaatl Diklat PHRDP-lll;

f. ffelaksanakan pemantauul dan evaluasi dalam rangka idenfifikasi

keberhasilan, hambatan dan kelemahafl pelaksanaan PHRDP-lII;

8. mendokumentasikan dan menSadministrasikan setiap tegiatan
yang dilakukan oleh Tim Sekretariat;

h. menyiapkan perlemuan, diskusi, seminar dan lokarya yanS

diperlukan Tim Seketariat;

i. menlusun laporah kegiatan dan menyampaikannya kepada

Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui PenanSSung Jawab
Kegiatan.

Tim Pendukung bedugas untuk :

a. membanhr pelaksanaan tuSas Tim pelakana dalam menyiapkan

dan mengolah bahan untuk pemmusan rekomendasi kebijakan;

b. melaksanakahtugas-tuSaskeselo€tariatan.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tu8as Tim

Koordinasi dibebankan pada An8f. ra:n Pendapatan dan Belanja NeSara

Kemeflterian PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 2010.

Kepuhrsah ini berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan dan berlalal sutut

sejak 15 Januari 2O10.

Ditetapkrn di Jakarta
pada langlal 2 Maret 2Ol0

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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Tembusan Kep[tusah ini disalnpaikafl kepada Yth.

I. Menteri PPN/Kera,la BaprP-nas;

2. DirekturJenderalAnggaran, KementerianKeuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharuan, Kementerian KeuanSan;

4. Inspektur Utama) Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;

6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7, Pej^bat Pefil 

^t 
Korflitmen PPK Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatlrr;

8. YanS bersafl8kutafl.



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT

PRO}E$SIONAL HUMAN RESO URCES DE WLOPMENT PROJECT' PTTASE III

A. PENANGGUNC JAWAB

B. TIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

AnSgota

: Sekretraris MenteriNegara PPN/Sekreta s Utama

Bappenas

Kapusbindiklatren.

Haryanto, SE, MA.

1. Dts. Tony Rooswiyanto, M.Sc;

2. Delthy Su8riady Simantupang, SH;
3. Dra. Zamillah Chairani, M.Si;
4. Meily Djohar, SH, MBA;
5. Drs. Hari Nasiri, M.Com;
6. Dr. Guspika, MBA;
7. Drs. Edy Purwanto, S.Sos
8. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA;
9. Wiwit Kuswidiati, SS, MA;
10. Dra. Maslakah Mufli, MAP;
11. wilf witarmi, S.sos, MA;
12. Wahyu Pribadi, S.Pt, MT, MA;
13. Rita Miranda, S.Sos, MPA;

14. Eko Slamet Suratman, SH, M.Si;
15. Edy Susanto, S.Sos, M.Si;
16. Sugiyahti, S.Sos, MAP;

I7. Dodi Sulistior S.Sos, M.Acc;
I8. wah),u Ris Indarko, S.Sos, MA, MPA;

19. Ir. Gatot S Pambudi, M.Si;
20. Drs. Yu hri V, M,Si;
21. Nur Syahrifah, SH, LWl;
22. Reghi Perdana, SH, LLM;
23. Shri Mulyanto, S.sos, MA;
24. Drs. Mahfudz, M.si;
25. Titin Gantiri, SH;

26. Haza Widiati, S.Psi, M.Si.

C. TENAGA ..,

LAA4PIRAN

KXPUTUSAN MENTERI MGARA PPN,/

KIPAI,A BAPPENAS

NOMORKXP. 26 /M.PPi{/HWO3/201O
TANGGAL 2 MARET 2O1O



C. TENAGA PENDT]KI]NG : Karyoto, S.Sos;

Mulyani Rachmiyati, S.Sos;

Yuliarni, S.Sos;

ASustin SetyaninSsih, S.Sos;

Suroyo;

ARMIDA S. ALISJAHBA,I\A
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